DHARMOTTAMA SATYA PRAJA

LEMBARAKN DARRAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG
NOMOR 1 TAHUN 1988 SERI A NOMOR 2

PERATURAN DARRAH XABUPATEN DAERAH TINGKAT IT SEMARANG
NOMOR 4 TAHUN 198%
TERTANG
PERUBAHAN KD DUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG
NOI:iCR 1/Pc1/1971 TENTALNG PAJAK RADIO
DENGAIZ RAIHLAT TUHAN YANG MAHA KSA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SEMARANG,

Mcenimbang ¢ a. bahwa Peraturan Dezcrah Kabupaten Semarang

Nomer 1/Pd/1971 tentang Pajak Radio Jo.
Nomor 7 Tahun 1977 tentang Mengubah untuk
Pertama ki2li Pceraturan Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Scmarang tentang Pajak
Radie, dirandang sudah tidak scsuai lagi
dengan perkembangen kcadaan, schingg a perlu
disempurnakan

b. bohwa Pajak Radioc mecrupakan salah satu sum-
ber incomc Dacrsh, oleh karena itu dalam
rangke nmengusahakan peningkatan pendapatan
asli Dacrah sc¢ndiri, dipandang perlu untuk
nengadakan perubahan tarip pajak;

c. bahwa bcesarnya pajak yang ditctapkan dalam
Peraturan Dacrah ini dipandang masih layak
den tidak memberatkan wajib pajak.
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1. Undang-undar.” d'onor 5 Tahun 1974 tentang Pokck -
pekok Femeriniairan di Decrah (Lembaran “ebgrg
Republik Indcnesia. Tabun 1974 Homor 38 : Tam -~
bzhan Lembarar Herara Nomor 3037) 3

ncr 13 Tahun 1990 tentang Fon-
ah-dacrah Xabupaten dalznm Lingku
Jawg

cku
gkl 1y

2. Undang-undang
bentukan Dacr
nzan Propins:d

3. Undanp-—pudans Fonse 1/Drt.Tahun 057 tenteng
Peraturan Umun Fajelr Daerah (Leribaran Negara
Tahun 1957 Noner 5¢& ; Tanbzhan Lemberan Hegare

Nomor 1287)

4, Undang-undan; tiogcr 10 :ahun 1968 tentang Pe -
nycrahan Pﬂj&k-hﬁjﬁ“ egars Bea Balik Nana
Kendaraan Bermictor, Pajak Bangsa Asing dan
Pajak Radic kepada Dacrah jo. Feratura 1 PLIO
rintgh Tcmo: 5 Tahun 1969 tentang Pela naan

lcnoy 10 Talup 1963

2ilan lalyat Dacrah Xabupaten

-—

sat IT Semarang,

PERATUAY DiZ URATEH DADRAH TEWNIEEY JI 3EMA-
RAVIG DENTAIIC PIIUBLMST KuDUR PERATURAT DAERAH X4 -~
BUPATEN SEHALANG IICHOR 1/Pd/1071 TIINTANG PAJAK
RADIO.
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Peraturan Dacrah Habupzten Scemarang Nomor 1,/7d/1971
tentang Fajak uzdic Jase disahkan dengan Surat Ke-
putusan Menteri Dalam fenerri tangzel 6 Juli 1972
Nomor Peiuida 10/°O/1c~155 dan diundangkan delanm
Lembaran Dacrah Propinsi Jawa Tengah Scri C Momer
183 tanggal cO Scptember 1972 telah dirubah perta-
ma kali dengan Peratuzran Dacrah Kabupatun Dacrah
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Tingkat II Scnarang woumier 7 Tahun 1977 tentang
M(,ngubuh . - £ ) . L] .
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Mengubah untuk Portama Kali Peraturan Dacrah Yabupaiten Sc-
marang tentang Pajak Radio yang disahkan dengan Surat Ke -
putusan Menteri Dalam Ncgeri tanggal 7 Agusius 1978 Nomor
Penn 10/52/9-471 den diundangken dalam Lemb.iran Daerah Ka —
bupaten Dacrah Tingkat II Semarang Nomor 2 Seri 2 Tahun
1978 tangrel 24 Juni 1978, dirubah lazi scbagei borilut @

[

Le Pasal 1 sclurubnya, dirubah dan harus dibaca

Pzsal 1

Dalan Perciuran Dacrzh ini yeng dimaksud dongen ¢

a. Pemerintah Dacrah zdalah Femerintah Izbupzten Daerah
Tingkat II Scmarang

1.

». Dinas Pendapatan Dacrah adalah Dinas Pendavatan Dae -
rah Kabupaten Dacreh Tingkat II Semarang ;

c. Kepala Dacrazh adalah Bupati Kepala Dacerah Tingkat IT
Scmarang

de Fojabat yang dituiijuk adalah Pejabat yang ditunjuk
ocleh Kcpala Daewah

ce Posawet Radio adalah scnua
untuk menerime gelombang »
Siislems

alat yang dapat digunakan
adio termasuk Radio Tlran =

Bs Semua kalimat " Dinas Penghasilan Daerah " , digz nti
menjadi Dinas Pendapatan Dacrah.

c. Pasal 3, dirubah dan harus dibaca sebagal berikut
Pasal 3

Besarnya Pajak Radic adalah sebesar Rp. 1.000,-~
( seritu rupiah )./ tahun

D, Paszl 4 dirubah seluruhnya menjadi scbagai berikut

Pem:ayaran uang pajak atas tiep pesawat penerima
radi: sebagai yang dimaksud dalam Pasal = Peraturan
%acrah ini, dapat dilakukan secara trnai atau

dOngan . . . L . . L -
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dengan angsuran maksimal scbanyak 4 (empat) kali.
Pasal 7 ayat (2), dirubeh dan hkerms dibaca

(2) Para pemegang pesawat radic wajib mendaftarkan pesawat
radionya kepada Dines Pendapatan Datrah atau Instansi
yang ditunjuk unduk itu sclambat-liambatnya dalam waktu

i5 (lima belas) hari scjak dimilikinyea.

Pasal 8 dirubeh dan harus dibaca :

Basall 8

(1) Pajak radio harus dibairar pada waktu pendaftaran dila-

kukan.
- / masih

(2) Apabilc pada waktu scboai'aim ana dimaksud Pasal 7 ayat (2)
Perazsuran Dacrah ini pajakibelum dibayar, maka dikenakan
dendawe5 % ( dua puluh iima perscratus ) dari pajak
terhutang. v schesar

(3) Dengan tidak mengurangi ketentuan ayat (2) Pasal ini,
apabila tunggakan pajok telah lewat 3 (tiga) bulan
nasih belum dilunasi, maka Kepala Dacrah atau Pecjabat
yvang ditunjuk dapot melinkukan penyegelan terhadap pesa-
wat Radio yang bersangkutan,

(&) Jika dapat dinyatakan dongan bukti, bahwa terhadap pe -
sawat radio yang terdapat kelebihan pembayaran pajzknya
naka pajak yang dibayar lebih tcrsebut dikembalikan ke~
pada yang bersangkutan.

(5) Semua hasil penerimaan pajak radio, harus disetor lang-
sung ke Kas Daerah Kabupaten Dacrah Tingkat II Scmarang.

Pasal 9

~ ayat (1), kata-katabiaya penagih, biaya pendapatan'" dihapus,
~- ayat (2), kata-kata " Updang-mmdang Peraturan Bea Metored
Tahun 1921 " diubah dan harus dibaca " Undang-undceing ten -

tang Bea Meterai ".

Pasal IC, dihajpus.
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I, Pasal 11 dirubah seluruhnya menjadi sebagal berikut

Hal-~hal yang belum cukup diatur sepanjang pelaksana -
annya, akan ditctarlian kemudian oleh Bupati Kepala
Dacrah Tingkat II Scomarang.

Pasal 1II

Peraturan Dacrzh ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar supayasctiap orang dapat mengetahuinyo, nemerine
tahkan pengundanzen Peraturan Dacrah ini dengan pe -
nenpatannya dalam Lembaran Dacrah Kabupaten Dacrah

Niwalkat 1T Sékaramg.

Ungaran, 20 Laret 1987,

DEVIAN PERVAKILAN RAIVAT BUFATI KEPLLA DAZRAH
DAERAH XABUPATEN DAERAH IFGILT  PINGKAT I1 SHUAR ALIG
IT SEMARANIGS Yang mnenjaleniz an tugas
BHE T U A,
ttd ttd
ISMOJO HADISOLHARIC SOLII0J0 HADIVIZOZ!O ,SH

Sckretoris Wilaraly/Dacrah.
Disyahkean dengan Surat Keputusan Mendegri tanggal
25 Januari 1988 Nomor 973.482.33-083.
Diundangkan dalam Lunbe
wail Tingi¥al IT Semamang &
Scri A Homor 2, Tahun 19

SOE1:0JO HADIWINOTO SH
NIP. 500030937,
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